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PENGANTAR
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Konsep dan Teori

Hukum Indonesia mengacu pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Sistem hukum Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan
daerah. Konstitusi Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan tertinggi
dalam pembentukan hukum dan tata pemerintahan. Di dalam hukum Indonesia,
terdapat prinsip-prinsip hukum yang dijunjung, seperti keadilan, kepastian
hukum, dan keterbukaan. Hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara,
hukum administrasi negara, dan hukum internasional adalah beberapa bidang
hukum yang diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia
sangat penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan adil bagi
masyarakat, serta memberikan landasan bagi pelaksanaan kegiatan hukum di
Indonesia.
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PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang mendalam dan tiada kata lain yang patut
kami ucapkan selain ucapan rasa syukur. Berkat rahmat dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “PENGANTAR
HUKUM INDONESIA” telah di susun dan diterbitkan, semoga
buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah
wawasan bagi para pembaca.

Buku ini terdiri dari 11 BAB. Cakupan bahasan materi
meliputi: Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Sejara Tata Hukum
Indonesia, Sumber-sumber Hukum di Indonesia, Konsep Hukum
Pidana, Konsep Hukum Administrasi Negara, Konsep Hukum
Dagang, Konsep  Hukum  Agraria, Konsep  Hukum
Ketenagakerjaan, Konsep Hukum Pajak, Konsep Hukum
Internasional, dan Konsep Hukum Adat.

Kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa
kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan, karena sejatinya
kesempurnaan hanya milik-Nya. Maka dari itu, kami dengan
senang hati secara terbuka untuk menerima kritik dan saran dari
para pembaca, hal tersebut sangat kami perlukan sebagai bahan
evaluasi untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan
karya selanjutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian
proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini
dapat hadir di hadapan para pembaca. Semoga buku ini bermanfaat
bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi
pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia khusunya dibidang
hukum.

Sinjai, Maret 2024

Penulis
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BAB HUKUM DAN

TATA HUKUM
INDONESIA

Apud Abdul Aziz, S.AB., M.M., PMTQ., CNHRP., CPL, CPS.,
CGL., CSTMLI., CMPL, CJKB., CCW., CELC., CPDM,, CFGIB.,
CEMM., CSMC., CHTeach., CMPyD., CNeo Mg., CM., CNLPLC,,
CHTh., CHCM., CHRBP., CPHRM.,, CIRP., CSM., CTML
Akademi Sekretari dan Manajemen Insulindo
(ASM INSULINDO)

A. Pengertian Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia
Jika kita berbicara hukum, maka berbicara pembuktian.

Dalam pembelajaran hukum ada yang namanya Pengantar

Hukum Indonesia. Ada beberapa pengertian Pengantar Hukum

Indonesia dari beberapa, seperti:

1. dalam bukunya; Hartono Hadisoeprapto yang berjudul
Pengantar Tata Hukum Indonesia bahwa Pengantar Hukum
Indonesia  (PHI) sebenarnya dipergunakan untuk
mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-
aturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia.

2. dalam bukunya; R. Abdul Djamali yang berjudul Pengantar
Hukum Indonesia, bahwa Pengantar Hukum Indonesia
(PHI) bahasa dari Belanda Recht Orde, merupakan susunan
hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya.
Ini bermakna menyusun dengan baik dan tertib aturan
hukum dalam pergaulan hidup agar dengan mudah
diketahui dan dipergunakan untuk menyelesaikan setiap
peristiwa hukum yang terjadi.
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SEJARAH TATA
HUKUM
INDONESIA

Andi Alauddin, S.H., M.H.
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Sebelum Kedatangan Bangsa Asing

Indonesia  merupakan  negara  kesatuan yang
berlandaskan pancasila dan sebagai negara hukum,
sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa “ Indonesia
ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)”. Konsep
negara hukum haruslah diartikan dan diimplementasikan
sejalan dengan nilai-nilai pancasila. Pancasila merupakan
sumber dari segala sumber hukum.

Suatu ilmu tidak muncul begitu saja tanpa ada sejarah
mengapa ilmu itu bisa ada. Maka suatu ilmu itu bisa ada karena
ilmu itu memiliki sejarah tersendiri hingga muncul dan
dipergunakan oleh banyak orang untuk menambah wawasan
maupun ilmu bagi seseorang atau sekelompok orang.

Sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan
dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum di
Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan
dipahami oleh bangsa Indonesia.

Sebelum datangnya bangsa asing, hukum yang berlaku
dan diterapkan di Indonesia adalah hukum adat dan hukum
islam pada beberapa daerah (setelah islam masuk pada abad VII-
XIII) sehingga hukum islam dan hukum adat berdampingan
dalam kehidupan bermasyarakat di daerah pada saat itu
(Kusumo, 2022).
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SUMBER-SUMBER
HUKUM
DI INDONESIA

Elvira, S.Sos., M.Si.
Universitas Muhammadiyah Palu

Definisi dan Macam-macam Sumber Hukum

Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang
berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya
keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk
itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum,
membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang,
untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari
penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa
yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa
ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat
dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000
Tahun 2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang
dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-
undangan. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis
dan tidak tertulis. Adapun sumber hukum dasar nasional adalah
yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) Ketuhanan
yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3)
Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5)
Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia; dan (6) Batang tubuh UUD 1945.
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KONSEP
HUKUM PIDANA

Wenny Megawati, S.H., M.H.
Universitas STIKUBANK Semarang

Sejarah, Definisi, dan Sumber Hukum Pidana

Hukum pidana pada sejarah perkembangannya
merupakan suatu Tindakan/ perbuatan yang dipandang sebagai
suatu Tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang
lain yang kemudian disusul dengan pembalasan (Takdir, 2013).
Pembalasan tidak hanya menjadi kewajiban bagi seseorang yang
terkena kerugian melainkan menjadi kewajiban bagi seluruh
keluarga/famili atau sampai masyarakat. Ada juga yang
beranggapan bahwa pembalasan diwajibkan sampai keturunan
ke tujuh. Tindakan pembalasan yang merupakan pembunuhan
pada zaman dahulu menjadi Tindakan yang tidak ada habisnya.
Tindakan tersebut dikatakan sebagai asas Talio (Ius Talio =
hukum balas membalas).

Pada perkembangan zaman, pemikiran masyarakat sudah
lebih maju sehingga menganggap bahwa kejahatan dan
pembalasan tidak dapat dibiarkan karena dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguasa pada masa itu
awalnya membuat aturan bahwa menghukum orang-orang
yang mengancam kepentingan masyarakat dan menghambat
Tindakan pembalasan oleh pihak yang dirugikan secara sendiri-
sendiri. Demi keamanan timbullah Stelsel Komposisi (Composite
stelsel/Afkoop stelsel):
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KONSEP HUKUM
ADMINISTRASI
NEGARA

Baren Sipayung, S.H., M.A.P.,, M.H., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Definisi, Asas-asas, dan Sumber Hukum Administrasi Negara

Berbicara mengenai hukum administrasi negara, maka
yang terlebih dahulu dipahami adalah administrasi,
administrasi negara/pemerintahan, dan hukum administrasi
negara. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara rasionil (Giyanto,
2016). Administrasi merupakan proses umum yang terdapat
dalam setiap kegiatan, baik negara maupun swasta, sipil atau
militer, berskala kecil maupun luas.

Dalam bahasan kali ini yang akan kita pelajari adalah
administrasi dalam lingkup negara atau biasa dikenal dengan
administrasi negara/pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 angka
1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (UUAP), administrasi pemerintahan adalah tata
laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh
badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Berbicara hubungan antara administrasi negara dengan
hukum dapat diparalelkan dan menjadi sintesis ke dalam
subsistem hukum yang dinamakan Hukum Administrasi
Negara (HAN) yang menjadi bagian dari sistem hukum
nasional. Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai
struktur dan kefungsian administrasi negara, yang terdiri atas
sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara
administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana
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KONSEP HUKUM

DAGANG

Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
Universitas Stikubank Semarang

A. Definisi dan Sumber Hukum Dagang

Pada awal mulanya dagang atau perdagangan dilakukan
dengan saling melakukan tukar menukar barang. Kegiatan ini
dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang
atau sekelompok orang dan hanya barang saja yang dapat
dilakukan tukar menukar (pertukaran in natura) untuk barang
yang sejenis, seperti tembakau dapat ditukarkan dengan
padi.Sifat yang terbatas pada tukar menukar barang inilah maka
pasar belum ada atau terbentuk.

Pertukarang barang dagang atau perdagangan dengan
cara in natura menimbulkan beberapa kesulitan antara lain
adalah: (1) nilai pertukaran barang yang diminta antara orang
yang satu dengan yang lain tidak sama sehingga
menyulitkan.Misalnya seorang yang memiliki 1 buah baju akan
ditukarkan dengan beras 10 kg; dan (2) barang yang akan
dipertukarkan harus dapat dibagi bagi. Misalnya seekor ayam
yang dimiliki seseorang akan ditukarkan dengan sebuah celana
, maka akan sulitlah misal ditukarkan lagi untuk sebuah baju.

Semakin berkembangnya manusia dan kebutuhannya,
akan semakin banyak kesulitan yang muncul maka kemudian
barang atau benda digunakan dengan ditukar nilai tertentu dan
digunakan menjadi alat tukar menukar, sehingga dapat lebih
memudahkan.

57
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KONSEP HUKUM
AGRARIA

Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., MH.Kes.
Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Sejarah Hukum Agraria

Sejarah Agraria di Indonesia tidak terlepas dari masa ke
masa, sejak masa Orde Lama, masa Orde Baru sampai dengan
masa reformasi. Awal mulanya masalah pertanahan mengacu
pada Hukum Agraria Kolonial yang sangat merugikan bagi
rakyat serta negara. Untuk mengatasi hal ini, maka dibentuklah
payung hukum yang mengatur permasalahan agraria yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Pokok Agraria atau yang lebih dikenal sebagai
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara garis besar
sejarah hukum agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi dua
masa, yaitu masa penjajahan Belanda dan masa sesudah
kemerdekaan. Ketentuan-ketentuan di bidang agraria pada
masa penjajahan Belanda sangat tidak menguntungkan bagi
bangsa Indonesia. Hal ini karena ketentuan-ketentuan tersebut
bersifat diskriminatif dan menindas bangsa Indonesia, terlebih
dengan adanya politik tanam paksa di bidang pertanian.
Hukum agraria berkembang sesuai perjalanan sejarahnya.
Sejarah merupakan bukti dari sebuah perkembangan karena
yang terjadi pada masa kini merupakan hasil dari yang telah
dilalui pada masa lalu. Begitupun dengan hukum agraria,
pengaturan yang ada saat ini merupakan hasil dari sejarah
perubahan-perubahan pengaturannya. Pengaturan agraria
sendiri telah melewati beberapa periode yang memberi



BAB
KONSEP HUKUM
KETENAGAKERJAAN

Arikha Saputra, S.H.,, M.H.
Universitas Stikubank Semarang

A. Definisi dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Pada masa dahulu, hukum ketenagakerjaan dikenal
dengan hukum perburuhan dalam bahasa belanda disebut
arbeidrechts. Ketenagakerjaan pada awalnya dikenal dengan
istilah perburuhan. Perburuhan yang berasal dari kata “buruh”,
secara etimologis dapat diartikan dengan keadaan memburuk,
yaitu keadaan dimana seorang buruh bekerja pada orang lain
(pengusaha) (Ashadie, 2007).

Berkenaan dengan hukum perburuhan terdapat banyak
pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai pengertian
tentang hukum perburuhan (Kansil, 1989), sebagai berikut:

1. Mr. Molenaar. Hukum perburuhan adalah suatu bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur
hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh
dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.

2. Mr M.G Levenbach. Hukum perburuhan ialah hukum yang
berkenaan dengan hubungan kerja dimana pekerjaan itu
dilakukan di bawah suatu pimpinan dan dengan keadaan
penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan
hubungan kerja itu.

3. Mr N.E.H. van Esveld. Hukum perburuhan ialah hukum
yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swa-pekerja
yang melakukan pekerjaan atas tanggungjawab dan risiko
sendiri.
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A. Definisi Pajak dan Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah
pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas
artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Istilah pajak dapat ditemukan dalam beberapa bahasa
asing, seperti istilah tax di Inggris, istilah import contribution,
taxe di Perancis, istilah impuesto contribution, tasa di Spanyol,
dan istilah belasting di Belanda (Pietersz dkk., 2021).

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab dikenal
dengan nama al-dharibah, yang berasal dari kata dasar dharaba,
yadhribu, dharban yang artinya: mewajibkan, menetapkan,
menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, dan
lain-lain. Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan
bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah, yang dapat
diartikan beban. la disebut beban, karena merupakan kewajiban
tambahan atas harta selain zakat, sehingga dalam pelaksanaanya
akan dirasakan sebagai sebuah beban (Gusfahmi, 2008).
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Karina Alifiana Karunia, S.H., M.H.
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Definisi, Sejarah, Sumber dan Subjek Hukum Internasional

Secara Bahasa/etimologi merupakan padanan dari istilah
bahasa asing, di antaranya International Law (Inggris), Droit
International (Prancis), dan international Recht (Belanda).
Kemudian juga istilah-istilah berbeda yang memiliki makna
yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional,
yakni Hukum Antar Bangsa (The Law of Nations), Hukum Antar
Negara (Interstates Law), Hukum Dunia (World Law), dan Hukum
Transnasional (Transnational Law). Hukum internasional secara
teori/terminologi adalah keseluruhan kaidah dan asas yang
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara
antara Negara dengan negara dan Negara dengan subyek
hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara
satu sama lain (Mochtar Kusumaatmaja).

Sejarah hukum internasional, meliputi beberapa bagian.
Pertama, masa klasik. Di Mesopotamia ditemukan traktat
Pemimpin Lagash dan Umma. Perjanjian antara Ramses II dan
Hitties. Kode Hammudabi di Babilonia. Bangsa Yahudi muncul
dengan deutronominya yang merupakan hukum terlengkap
masa itu. Bangsa India, Cina, Yunani, Romawi dikenal dengan
Corpus Juris Civilis di Kaisar Justianus. Pendeta-pendeta
Romawi membentuk sebuah dewan Bernama Collegium
Fetialium. Masa ke 9 Lahir konsep perang adil dan suci dan
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A. Definisi dan Ciri Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya
aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan
berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati
secara tidak tertulis. Hukum adat diakui oleh negara sebagai
hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah
beberapa aturan yang dimuat dalam UUD 1945, salah satunya
mengenai hukum adat.

Seperti salah satu dasar hukum berikut ini, yaitu pasal 18
B ayat 2 UUD Tahun 1945: “Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang
menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat
dan berlaku secara spontan dalam masyarakat, kompleks adat-
adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak
dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi
mempunyai akibat hukum.

Unsur Hukum Adat tidak tertulis terbagi menjadi dua,
Material adalah unsur yang menandakan bahwa di dalam
hukum adat terdapat kebiasaan maupun tingkah laku yang tetap
dan dilakukan secara berulang, bahwa sebuah rangkaian
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